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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 70 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP 

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  

HAK PENYANDANG DISABILITAS 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities  (Konvensi mengenai Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas mengamanatkan pelaksanaan dan perwujudan 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan serta kebebasan dasar 

Penyandang Disabilitas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan Pemerintah untuk 

mengatur lebih lanjut mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi 

terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 

Disabilitas dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini 

dimaksudkan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan 

mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, 

dalam rangka efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah wajib merumuskan 

dalam rencana induk.  

 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perencanaan, 

Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang 
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Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, 

Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.    

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan 

hak Penyandang Disabilitas terdiri dari Perencanaan jangka panjang, 

Perencanaan jangka menengah, dan Perencanaan jangka pendek. 

Perencanaan jangka panjang disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua 

puluh lima) tahun, Perencanaan jangka menengah disusun dalam Rencana 

Aksi Penyandang Nasional Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang 

Disabilitas Provinsi untuk setiap periode 5 (lima) tahun, dan perencanaan 

jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, 

serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk setiap 

periode 1 (satu) tahun. 

Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan 

program dan kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi 

dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan 

hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 

pembangunan tingkat pusat dan daerah. 

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara  target 

capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana 

Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan 

dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, 

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat 

daerah. 

Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam 

proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan 

melalui penjaringan aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan 

pemangku kepentingan, berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas 

yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan 

penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2  

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Kaji ulang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara 

RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD guna 

menyesuaikan dengan perkembangan dinamika, kondisi, dan isu 

aktual terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas baik di tingkat daerah, nasional, regional, 

maupun internasional. 

Hasil kaji ulang berisi rekomendasi tindak lanjut, sebagai berikut: 

a. perlu dilakukan perubahan RIPD karena adanya kebutuhan 

efektivitas pelaksanaan RIPD guna menyesuaikan dengan 

perkembangan dinamika, kondisi, dan isu aktual terkait 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas; atau 

b. tidak perlu dilakukan perubahan RIPD karena tidak adanya 

kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD guna menyesuaikan 

dengan perkembangan dinamika, kondisi, dan isu aktual 
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terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas. 

 Kaji ulang dilakukan pada setiap akhir 5 (lima) tahun 

pelaksanaan RIPD selama periode RIPD tersebut. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Analisis Inklusif Disabilitas 

Berbasis Data” adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, 

program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, 

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam 

Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk 

mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan 

kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.    

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Pernyataan Anggaran Disabilitas” 

adalah sebuah dokumen yang disusun oleh 

kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan 
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kabupaten/kota yang berisi program dan kegiatan terkait 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan 

kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan 

Penyandang Disabilitas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

       

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah orang 

perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, 

organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, 
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lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya 

yang terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, 

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “organisasi Penyandang Disabilitas” 

adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta 

beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas. 

Ayat (3) 

Forum tematik disabilitas merupakan wadah bagi masyarakat 

untuk memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan 

nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang 

Disabilitas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 
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